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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan pengadaan 

(procurement fraud) di lingkungan instansi pemerintah, dengan fokus pada studi kasus di SKPD 

Kabupaten Bireuen. Kecurangan pengadaan adalah tindakan ilegal yang dilakukan selama proses 

pengadaan, sering kali mengakibatkan kerugian finansial dan merusak integritas layanan publik. 

Penelitian ini meneliti tiga faktor utama: kualitas panitia pengadaan, penilaian risiko dalam 

pengadaan, dan lingkungan pengadaan, untuk melihat pengaruhnya terhadap terjadinya kecurangan 

pengadaan. Data dikumpulkan dari 98 responden yang bekerja di di SKPD melalui kuesioner 

terstruktur. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penilaian risiko berpengaruh signifikan terhadap kecurangan pengadaan. Sedangkan, kualitas 

panitia pengadaan dan lingkungan pengadaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan..  

 
Kata kunci: Kecurangan pengadaan, panitia pengadaan, penilaian risiko, lingkungan pengadaan, sektor publik, 

SKPD Bireuen. 

 

Abstract 

This study aims to analyze the factors influencing procurement fraud within government institutions, 

focusing on a case study of SKPD in Bireuen District. Procurement fraud refers to illegal actions carried 

out during the procurement process, often resulting in financial losses and undermining the integrity 

of public services. The study examines three key factors: the quality of the procurement committee, risk 

assessment in procurement, and the procurement environment, to determine their impact on the 

occurrence of procurement fraud. Data was collected from 98 respondents working in SKPD through a 

structured questionnaire. The analysis was conducted using multiple linear regression. The results 

show that risk assessment has a significant impact on procurement fraud, while the quality of the 

procurement committee and the procurement environment do not have significant effects.. 

Keywords: Procurement fraud, procurement committee, risk assessment, procurement environment, public sector, 

SKPD Bireuen 

 

 

https://ojs.unimal.ac.id/jam
mailto:nurmalia.200420057@mhs.unimal.ac.id1
mailto:mhaykal@unimal.ac.id2
mailto:ikhyanuddin@unimal.ac.id
mailto:yunina@unimal.ac.id4


JAM Vol. 4, No. 3, September 2025                                                                  Nurmalia, Haikal, Raza, Yunina 

Copyright © JAM                                                                    Hal | 341 

PENDAHULUAN  
Fraud merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan suatu oknum untuk memperoleh 

sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan sebagai pemegang amanah. Kecurangan (fraud) masih 

banyak terjadi di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus penyimpangan keuangan yang 

dilakukan oleh pihak pihak pemerintah maupun swasta, tidak hanya dalam jumlah besar namun juga 

dalam jumlah kecil yang akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Nurani (2011) 

melaporkan pelaku kecurangan biasanya merupakan pegawai atau orang yang bekerja di dalam suatu 

instansi pemerintah tempat terjadinya kecurangan. 

Fraud merupakan tantangan global yang banyak mempengaruhi jenis perekonomian, dan 

mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap dunia usaha, sistem perbankan, dan pasar 

modal. Meskipun berbagai alat anti rasuah untuk bisnis telah dikembangkan selama dua dekade 

terakhir, teknik yang digunakan oleh penipu juga sama canggihnya, (Ahmad et al,2021). Fraud adalah 

istilah umum yang mencakup semua cara kecerdikan manusia yang dirancang dan dilakukan oleh 

individu untuk mendapatkan keuntungan dibandingkan orang lain melalui penyajian yang keliru 

(Istiardi & Setiawati, 2022). 

Organisasi profesional anti fraud terbesar di Indonesia yang lebih dikenal dengan ACFE 

(Association Of Fraud Certified Examiners) yang bertujuan memerangi dan meminimalisir praktik-praktik 

fraud di Indonesia, mengungkapkan bahwa fenomena fraud merupakan fenomena global yang sangat 

menarik, seperti praktik fraud dapat menyebabkan kerugian triliuan dolar hampir setiap tahunnya. 

ACFE (2019) membagi kecurangan fraud kedalam 3 jenis, seperti kecurangan laporan keuangan 

(fraudulent statement), penyalahgunaan aset (asset misappropriation) serta korupsi (corruption). Di antara 

ketiga jenis kecurangan yang telah dijelaskan di atas, korupsi merupakan jenis kecurangan yang paling 

banyak terjadi di hampir seluruh negara berkembang seperti Indonesia, karenakan perlakuan hukum 

yang masih relatif lemah dan tata kelola yang masih lemah.  

Perbuatan yang dilakukan dengan maksud memperoleh sesuatu dengan menyalahgunakan 

jabatannya sebagai wali amanat. Kasus kasus fraud pengadaan barang dan jasa yang sering terjadi 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1  

Kasus Fraud Pengadaan Barang dan Jasa 

No. Kasus Fraud Penjelasan 

1. Pemalsuan Dokumen 

Pengadaan 

Dokumen pengadaan seperti faktur, kwintasi, atau surat 

penawaran palsu dibuat untuk mendukung pembelian barang 

atau jasa yang sebenarnya tidak terjadi. 

2. Kolusi antara Vendor 

dan Pejabat SKPD 

Pejabat SKPD berkolusi dengan vendor tertentu untuk 

memenangkan tender dengan harga yang tidak wajar, seringkali 

melibatkan pembagian keuntungan yang tidak sah. 

3. Penggunaan Vendor 

Fiktif 

Pihak SKPD menciptakan vendor palsu atau fiktif untuk 

mengalirkan dana publik kepada pihak yang sebenarnya tidak 

memberikan barang  atau jasa yang dipesan. 

4. Mark Up Harga Barang 

atau jasa 

Harga barang atau jasa sengaja dimanipulasi dengan 

menambahkan margin keuntungan yang tidak wajar,  sering kali 

tanpa alasan yang jelas. 
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5. Pembayaran atas 

Barang Tidak Diterima 

Pembayaran dilakukan untuk barang atau jasa yang sebenarnya 

tidak pernah diterima atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang 

telah disepakati. 

 

Sumber : KPK, 2022 

Meluasnya korupsi di Indonesia berdampak negatif pada hampir seluruh sendi sendi 

kehidupan masyarakat. Kasus kasus ini, yang dapat ditemukan baik disektor publik maupun swasta, 

telah mejadi sasaran kritik populer di kalangan masyarakat umum. Meskipun banyak kasus penipuan 

telah diidentifikasi dan dituntut, tidak ada tanda tanda bahwa penipuan akan segera berhenti. Pelaku 

penipuan justru semakin banyak seiring berjalannya waktu.  

Kasus fraud di Aceh telah banyak dilakukan gerakan terhadap penanganan kasus korupsi 

melalui sejumlah audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas permintaan Aparat 

Penegak hukum (APH) maupun audit investigasi. Adapun rincian kasus dan kerugian keuangan 

negara nya yaitu tahun 2019 ada 7 kasus dengan Kerugian Negara (KN) lebih dari Rp 4,5 Miliar, 

kemudian tahun 2020 ada 10 kasus dengan KN lebih dari Rp 19,4 Miliar, dan terakhir tahun 2021 ada 

16 kasus dengan KN lebih dari Rp 49 Miliar. Fraud tersebut di antaranya terjadi pada saat perencanaan 

sebesar 11 kasus (12%), lelang 17 kasus(18%), pelaksaan 33 kasus(35%) dan rekayasa SPJ 33 kasus(35%) 

(Khairan, 2024). 

Kecurangan pengadaan barang dan jasa sering kali menjadi perhatian utama dalam Upaya 

pemberantasan korupsi. Di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, telah terjadi kasus dugaan tindak 

pidana korupsi yang melibatkan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen pada PT Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Juang. Berdasarkan berita dari Banda Aceh (ANTARA, 2024), 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh 

karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Kasus ini melibatkan dua terdakwa 

utama, Zamri, mantan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bireuen, dan Yusrizal, Direktur PT BPRS Kota Juang. Munawal Hadi, Kepala Kejari Bireuen, 

menyatakan bahwa kasasi dilakukan karena putusan pengadilan banding tidak sesuai dengan 

tuntutan jaksa penutut umum (JPU). Berdasarkan hasil audit Inspektorat Aceh, tindak pidana korupsi 

ini mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp1 miliar lebih. Fenomena ini menegaskan adanya 

ketidaksesuain dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah, yang berpotensi 

menyebabkan kerugian negara yang signifikan. 

Secara khusus, fenomena penyelewengan terkait dengan fraud yang ada pada organisasi 

pemerintahan Aceh dapat dicermati dan dikaji, mulai dari beberapa kasus yang diungkapkan oleh 

KPK, Kejari, Kejati, dan Badan Pengawasan menunjukkan adanya sejumlah lembaga yang melakukan 

kasus korupsi di Provinsi Aceh. Pada tahun 2019, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf juga melakukan 

tindakan korupsi sebanyak Rp. 1,050 Miliar untuk meluncurkan Proyek Bupati Bener Meriah, 

(nasional.kompas.com,2021). Paska operasi tangap tangan (OTT) yang telah dilakukan KPK terhadap 

Gubenur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, lembaga anti rasuah kini akan memantau dan mencegah 

tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah Provinsi Aceh. Wakil ketua KPK Muhammad 

Syarif, dalam seminar di Banda Aceh mengatakan “Langkah langkah di Aceh sudah kita lakukan, maka 

saat ini kita sedang melakukan langkah langkah preventif dan salah satunya adalah memperbaiki 
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pengelolaan di sektor pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, serta promosi mutase jabatan, yang 

dianggap paling rentan terhadap korupsi. 

Fenomena korupsi dalam pengadaan tidak hanya terjadi di Aceh. Berdasarkan data KPK, 

pengadaan barang dan jasa  merupakan korupsi kedua yang paling banyak dihadapai lembaga ini 

secara nasional. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2016 sampai 2020 menunjukan hal 

serupa. Sebanyak 49,1% atau 1.093 kasus dari 2.227 kasus yang dipimpin oleh aparat penegak hukum 

melibatkan pengadaan barang dan jasa. Kerugian negara mencapai Rp 5,3 triliun. Besarnya anggaran 

negara yang dialokasi untuk pengadaan cukup menarik. Pada 2021 saja, pemerintah mengalokasikan 

Rp 1.214,1 triliun atau 52,1% APBN untuk pengadaan. Sayangnya hal tersebut tidak dibarengi dengan 

transparansi data sehingga menyulitkan  masyarakat dalam melakukan pemantau. Dampak korupsi 

pada pengadaan tidak hanya merugikan negara, namun korupsi pada pengadaan juga menghambat 

penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah juga 

dapat membahayakan nyawa, seperti runtuhnya sekolah karena proyek konstruksi tidak memenuhi 

spesifikasi atau rusaknya jalan akibat kecelakaan (Jakarta, Kompas.com). 

Biasanya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa ini selalu diawali dengan perencanaan dan 

penganggaran. Banyaknya kecurangan dalam pengadaan barang atau jasa ternyata disebabkan oleh 

oknum oknum yang ternyata menjadi pelaku korupsi pengadaan barang atau jasa, akibat perilaku 

curang yang terus menerus, dan negara selalu menanggung kerugian nasional tersebut. Kegagalan 

barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak merupakan jenis penipuan yang dikenal dengan istilah 

procurement fraud, yang terjadi di sektor publik. Proses pengadaan barang dan jasa diawali dengan 

perencanaan, pelaksanaan lelang, dan penerimaan barang dan jasa. Terdapat berbagai praktik yang 

mengarah pada tindak pidana pengadaan barang dan jasa antara lain korupsi, penetapan harga yang 

terlalu tinggi, menurunkan kualitas dan kuatitas barang dan jasa, penunjukan langsung, kolusi antara 

pemasok dan pengelola barang dan jasa. 

Komponen penting dari sistem pengadaan barang dan jasa adalah kualitas pemasok. Salah satu 

faktor utama penyebab terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa adalah kualitas 

panitia yang menawarkannya. Kualitas panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam 

Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Undang 

undang ini memberikan pedoman utama bagi panitia pengadaan tentang bagaimana dalam 

melaksanakan proses pengadaan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip prinsip yang 

diatur dalam undang undang. Terdapat pula peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut tata cara 

dan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Menurut undang undang, kualitas panitia pengadaan 

barang dan jasa mengacu pada kemampuannya untuk mematuhi aturan pengadaan yang ditetapkan 

oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap prosedur yang 

ditetapkan, transparansi pengambilan keputusan, pemilihan penyedia barang dan jasa yang adil dan 

terbuka, serta penilaian yang objektif terhadap penawaran yang diajukan. Panitia pengadaan barang 

dan jasa juga harus menjaga integritas, independensi, dan prosefionalisme dalam menjalankan 

fungsinya sesuai dengan peraturan perundang undangan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang 

berlaku. 

Tuanokota (2017) menyatakan bahwa yang dapat dilakukan untuk mencegah fraud adalah 

dengan menerapakan pengendalian internal yang mana salah satu komponennya adalah penilaian 

risiko. Penilaian risiko yang dilakukan diharapakan mempunyai benteng – benteng yang kokoh dan 
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sulit untuk ditembus oleh mereka yang ingin melakukan tindakan fraud pengadaaan barang dan jasa. 

Penilaian risiko pengadaan barang merupakan pekerjaan yang kompleks dengan maksud bahwa 

pekerjaan yang dilakukan memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan 

peralatan yang didesain khusus. 

Penilaian risiko pengadaan barang dan jasa adalah proses untuk mengidentifikasi, 

menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengadaan. Ini 

mencakup mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul selama proses pengadaan, menilai 

dampak dan probabilitas risiko tersebut, serta mengembangkan strategi mitigasi untuk mengurangi 

dampaknya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengadaan dapat dilaksankan secara efektif, 

efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Duggan dan Tolk (2011), mereka 

menyatakan bahwa penilaian risiko dalam pengadaan barang dan jasa proses untuk memahami risiko 

yang dapat mengganggu pencapaian tujuan pengadaan, dengan fokus pada pengelolaan 

ketidakpastian yang terkait dengan kualitas biaya, dan waktu pengadaan. 

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang dalam melakukan 

kecurangan. Lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan sistem pengadaan 

barang dan jasa untuk mencapai tujuannya. Tempat kerja tempat terjadinya pengadaan barang dan 

jasa menjadi bahan perdebatan. Menurut Saputra (2021), Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu 

yang ada di sekitar pegawai yang bisa mempengaruhi dirinya untuk melaksanakan tugasnya. Seperti 

disebutkan sebelumnya, jika lingkungan membaik, penipuan pengadaan barang dan jasa akan 

berkurang. Lingkungan pengadaan barang dan jasa dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja yang 

mencakup seluruh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pengadaan, termasuk 

regulasi, kebijakan, praktik bisnis, serta keterlibatan pemangku kepentingan. Hal tersebut mencakup 

aspek aspek seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, integritas, keberlajutan, risiko, inovasi, dan 

penerapan teknologi dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Di Indonesia, 

lingkungan pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur oleh Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang pengadaan barang dan jasa pemeritah, yang memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan 

pengadaan oleh instansi pemerintah. Undang undang ini mecakup berbagai aspek seperti proses 

pengadaan, penentuan penyedia barang dan jasa, evaluasi, serta tata cara penyelesaian sengketa. Selain 

undang undang tersebut, terdapat peraturan pelaksana yang lebih rinci yang mengatur lebih lanjut 

mengenai praktik pengadaan barang dan jasa. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti membahas tiga faktor yang mempengaruhi 

terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan temuan kajian 

pustaka yaitu kualitas panitia pengadaan barang dan jasa, penilaian risiko pengadaan barang dan jasa, 

dan lingkungan pengadaan barang dan jasa. Kecurangan dalam proses pengadaan ketiga faktor ini 

terkait erat dengan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga sangat membantu dalam menentukan 

apakah intansi pemerintah terlibat dalam praktik pengadaan yang curang atau tidak. Oleh karena itu, 

peneliti juga menguji secara simultan terhadap variabel – variabel ini juga. Kualitas panitia barang dan 

jasa, penilaian risiko pengadaan barang dan jasa, dan lingkungan pengadaan barang dan jasa 

berpengaruh secara simultan terhadap procurement fraud pada Instansi Pemerintahan.  

Masalah lain dalam penelitin ini dilatar belakangi oleh perbedaan hasil dengaan penelitan 

sebelumnya yang mempengaruhi procurement farud. Seperti penelitian  Helajapri (2015) menyatakan 

bahwa kualitas penyedia barang dan jasa berpengaruh terhadap procurement fraud, hasil penelitian ini 
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bertolak belakang dengan penelitian Bimawan (2021) yang menunjukan kualitas panitia pengadaan 

berpengaruh negatif terhadap procurement fraud, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Efayanti 

(2020). 

 Fajarina et al., (2014) menyatakan bahwa adanya penilaian risiko yang dilakukan oleh pihak 

pengadaan dengan cara mengidentifikasikan serta melakukan analisis risiko maka akan mengurangi 

terjadinya fraud. Karena itu, penilaian risiko merupakan bagian yang penting dalam hal mencegah fraud 

agar tercipta kondisi terbaik dalam bekerja (Hermiyetti, 2010). Artinya semakin bagus penilaian risiko 

pengadaan barang dan jasa maka indikasi fraud dalam pengadaan barang dan jasa dapat berkurang. 

Hasil penelitian yang dilakukan Gusnita (2019) lingkungan pengadaan barang dan jasa 

berpengaruh signifikan terhadap procurement fraud, berbanding terbalik dengan penelitian Suartana 

(2020)  yang menyatakan lingkungan pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap 

procurement fraud. 

 Dalam penelitian ini penulis mengambil studi pada SKPD Kabupaten Bireuen. Dalam 

konteksnya sebagai organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam 

pengelolaannya harus melakukan transparansi, biasanya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa 

ini selalu diawali dengan perencanaan dan penganggaran. Banyaknya kecurangan dalam pengadaan 

barang atau jasa ternyata disebabkan oleh oknum oknum yang ternyata menjadi pelaku korupsi 

pengadaan barang atau jasa, akibat perilaku curang yang terus menerus, dan negara selalu 

menanggung kerugian nasional tersebut. Maka diperlukan analisis faktor yang mempengaruhi 

procurement fraud. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  
Teori Keagenan 

Teori keagenan atau agency theory menurut Jensen, MC, & Meckling dalam Sumaryati, 

Novitasari, & Machmudah (2020) agensi dapat didefinisikan sebagai hubungan kontraktual antara 

prinsipal dan agen, di mana terdapat dua atau lebih individu dalam suatu kelompok organisasi. Dalam 

agensi, pihak prinsipal adalah pihak yang mengambil keputusan dan memberikan mandat kepada 

pihak lain (agen) untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal.  

Meskipun terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, teori keagenan 

berpendapat bahwa prinsipal sangat mengharapkan agen yang berkualitas dan berpengalaman untuk 

mengelola institusi seefektif mungkin (Panda & Leepsa, 2017). Profesionalisme atau kualitas panitia 

pengadaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu sistem pengadaan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agen yang memiliki integritas, kompetensi, 

independensi, dan objektivitas dianggap sebagai agen yang berkualitas sehingga l1`embaga dapat 

mengelola organisasinya untuk mencegah terjadinya kecurangan. (Pratama et al., 2017). 

Proses dan pendokumentasian kegiatan, serta potensi benturan kepentingan (menurut Agency 

Theory), merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dan diatur dalam pengadaan barang 

dan jasa sektor pemerintahan. Pemerintah daerah yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan tersebut, 

khususnya dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seefektif 

mungkin, misalnya dengan pembelian barang dan jasa, dengan tujuan meningkatkan pelayanan 

Masyarakat. Namun tidak semua pihak terkait, khususnya agen, memiliki tujuan dan kepentingan 
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politik, yang menghalangi tercapainya tujuan utama membeli pengadaan barang dan jasa. 

(Jatiningtyas, 2011). 

 

Pengadaan Barang dan Jasa 

Pengadaan menjadi salah satu konstibutor paling signifikan terhadap korupsi sektor keuangan 

publik. Kegagalan sistem mengindikasikan kesalahan sistem akuntansi dan konflik kepentingan badan 

organisasi. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dipandang sebagai penyebab utama 

masalah anggaran karena memungkinkan terjadinya kolusi dan korupsi, yang berujung pada 

penurunan signifikan dalam layanan publik. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan 

kegiatan yang paling banyak diberitakan di media karena merupakan salah satu kegiatan pelayanan 

publik. Banyak penjabat pemerintah telah dituntut karena penipuan, Putri, dkk (2018). 

 

Tujuan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan 

Sesuai dengan keputusan Presiden Menurut Undang – undang Indonesia No. 16 Tahun 2018, 

sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk mencapai tujuan – tujuan berikut :  

a. Upaya peningkatan penggunaan  

Desain, teknik, dan produksi dalam negeri dengan tujuan memperluas industri dalam negeri 

dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja sehingga barang dan jasa yang diproduksi di 

dalam negeri dapat bersaing secara lebih efektif dalam perdagangan internasional. 

b. Meningkatkan jumlah usaha kecil, koperasi, dan kelompok masyarakat yang berpatisipasi 

dalam pembelian barang dan jasa. 

c. Menggunakan pajak untuk mengumpulkan lebih banyak uang bagi negara. 

d. Meningkatkan jumlah pelaku usaha nasional yang berpartisipasi. 

 

Garis Besar Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Indonesia 

Di Indonesia, sejumlah produk hukum menjadi landasan bagi berbagai sistem pembelian 

barang dan jasa, keputusan dan peraturan presiden (Kepres dan Perpres), serta keputusan dan 

instruksi Menteri dan pimpinan lembaga dan individu lainnya. Untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan, prosedur dan implementasinya telah dikembangkan dari waktu ke waktu dan telah 

mengalami sejumlah perbaikan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu. 

 

Fraud 

Definisi fraud yang bermacam – macam. Presentasi palsu atau penyembunyian fakta material 

yang membuat seseorang mempercayai sesuatu juga dianggap sebagai penipuan / fraud. Menurut 

Association Of Certified Fraud (2020), fraud mencakup setiap tindakan yang dimaksudkan atau 

disengaja untuk merampas milik orang lain dengan tipu muslihat, penipuan atau tindakan tidak adil. 

Gejala yang sedang dialami mungkin juga disebabkan oleh kesalahan. Kecurangan tidak mudah 

dibuktikan karena kecurangan berada pada garis aman dimana kekuasaan tidak dapat menghukum 

mereka (Arthana, 2019). 
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Fraud Dalam Pengadaan Barang dan Jasa 

Bila pemerintah daerah memerlukan barang dan jasa, ada dua alternatif yang terbuka baginya, 

yaitu membuat sendiri atau membeli. Artinya, pemerintah daerah dapat mengadakan barang dan jasa 

itu sendiri, atau mendapatkannya dari sektor swasta. Jenis kecurangan yang menimbulkan kerugian 

negara menjadi fokus utama investigasi penelitian ini terhadap kecurangan dalam pengadaan barang 

dan jasa. Kasus Hambalang, kasus Bus Trans Jakarta, kasus E-KTP, dan kasus SIM Simulator adalah 

beberapa contoh kecurangan dalam pengadaan pemerintah Indonesia. Meski berbagai kasus penipuan 

telah ditemukan dan ditindak secara hukum, namun tidak ada indikasi bahwa penipuan tersebut akan 

segera berakhir, (Isgiyata et al.,2018). 

Pengadaan barang dan jasa adalah bidang yang paling rawan korupsi karena berurusan dengan jumlah 

uang yang sangat besar. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa lah bidang yang selalu terancam 

korupsi. Jika kecurangan atau fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah dikaitkan dengan idealisme 

pimpinan. Widayat (2014) menyatakan bahwa perubahan paradigma kepemimpinan ideal atau 

idealisme pemimpin mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang diwarnai dengan 

kepentingan kekuasaan, sehingga menimbulkan malpraktek kekuasaan, sehingga menimbulkan 

malpraktek kekuasaan (KKN) berbasis kolusi, korupsi, dan nepotisme. Jelas bahwa kekuasaan yang 

tidak sehat cenderung menghasilkan produk manusia yang oportunistik tanpa mempertimbangkan 

dampak buruknya terhadap semua pemikiran, tindakan, dan kebijakan. 

 

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Dalam Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah 

Terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut terlihat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain berdasarkan temuan penelitian terkait dan berbagai 

bahan bacaan dan lain sebagainya antara lain : 

 

Kualitas Panitia Pengadaan 

Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Anggaran / 

Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN, dan Direksi BUMD, untuk melaksanakan 

pemilihan penyedia barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta kegiatan dan 

keputusan yang akan memandu proses pengadaan proses pengadaan, sangat dipengaruhi oleh panitia 

pengadaan. Karena mereka langsung menangani isi kepentingan dari berbagai pengadaan barang dan 

jasa lainnya, keputusan panitia pengadaan dan segala sesuatu yang mereka lakukan menjadi sangat 

penting. Akibatnya, kompetensi dan profesionalisme personal panitia pengadaan memprihatinkan. 

Kualitas dari seorang panitia tidak semata – mata menekankan pasal aspek hasil akhir, khususnya 

barang dan jasa. Namun, juga melibatkan kualitas lingkungan manusia, dan proses. 

 

Penilaian Risiko Pengadaan Barang dan Jasa 

Penilaian risiko pengadaan merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan 

untuk terciptanya pengadaan pemerintah yang sehat. Penilaian risiko dalam pengadaan merupakan 

usaha untuk mengidentifikasikan dan mengukur kemungkinan terjadinya risiko serta dampaknya 

terhadap keberhasilan proyek pengadaan, guna mengembangkan strategi untuk mengelola dan 

memitigasi risiko tersebut. Secara umum, penilaian risiko pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk 
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memastikan bahwa risiko – risiko yang mungkin muncul dapat diidentifikasi sejak dini dan dikelola 

secara efektif agar tidak mempengaruhi keberhasilan pengadaan.   

 

Lingkungan Pengadaan (environment) Barang dan Jasa 

Lingkungan kerja dimana proses pengadaan barang dan jasa dilakukan adalah lingkungan 

pengadaan barang dan jasa yang dimaksud disini. Khoiriyah (2012) mengatakan bahwa lingkungan 

kerja seorang pekerja berdampak pada seberapa baik dia melakukan tugasnya. Baik itu pengaturan 

bisnis atau pengadaan. Unit kompetensi ini merupakan unit pertama dalam standar kompetensi 

pengadaan Indonesia (SKKNI atau SK3) atau materi pelatihan pengadaan ITC (Gusnita et al., 2019). 

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah akan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa 

pemerintah dilakukan dengan cara melalui proses lelang atau pengadaan langsung. 

 

Kerangka Konseptual 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

METODE  

Lokasi dan Objek Penelitian 

 Adapun lokasi penelitian ini adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kota Bireuen. 

Dimana data diambil dari keuesioner yang disebar. Objek dalam penelitian ini adalah Kualitas Panitia 

Pengadaan, Penilaian Risiko Pengadaan, Lingkungan Pengadaan dan Procurement Fraud. 

 

Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek / subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan populasi seluruh SKPD 

yang berada yang berada di Kabupaten/kota Bireuen sebanyak 34 SKPD. 

Menurut Sugiyono (2019) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimilki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik  

pertimbangan sampel dengan pertimbangan kriteria- kriteria tertentu. Dalam penelitian ini yang 

dijadikan sampel ialah kepala sub-bagian keuangan, Bendahara bagian keuangan dan satu staf yang 

bekerja di bidang keuangan di SKPD kota Bireuen. 

 Kualitas Panitia Pengadaan 

(X1) 

 Penilaian Risiko Pengadaan  

(X2) 

 Lingkungan Pengadaan (X3) 

 

 

 

 

 

 

Procurement Fraud (Y) 
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Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif berupa data 

primer. Menurut (Chandrarin, 2017) data kuantitatif adalah jenis data yang berupa angka-angka yang 

berasal dari perhitungan masing-masing atribut pengukuran variabel. Adapun sumber data diperoleh 

secara langsung dari responden.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kuesioner dan 

studi pustaka. Adapun metode kuesioner yaitu tipe tertutup yakni berisi pernyataan yang 

mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternative jawaban dari setiap pernyataan yang 

telah tersedia. 

Sedangkan Studi pustaka menggunakan berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel, skripsi 

dan literatur lain yang berhubungan dengan variabel - varibel yang diteliti sebagai pedoman teori 

 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa (Procurement Fraud) (Y) 

Fraud (Kecurangan sebagai suatu tindakan yang salah dan tidak bertanggung jawab dengan 

menghalalkan segala cara utuk memperoleh keuntungan pribadi namun memberikan dampak 

kerugian pada kepentingan orang lain. Procurement fraud adalah fraud yang terjadi sektor publik berupa 

tidak cocoknya barang dan jasa yang telah disepakati dalam perjanjian. . Adapun indikator dalam 

penelitian ini yaitu : 

- Pertimbangan waktu pengumuman 

- Pengadaan berdasarkan kompleksitas barang dan jasa. 

- Harga perkiraan sendiri yang tidak wajar. 

- Pemberian diskon 

- mark up anggaran  

- Pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan permintaan pengguna 

- Adanya titipan hadiah dari unit kerja lain 

- Adanya hubungan afiliasi  

Fitnantyo Bimawan, (2021) 

Kualitas Panitia Pengadaan barang dan jasa (X1) 

Kualitas panitia pengadaan barang dan jasa disini adalah tim yang diangkat oleh pengguna 

Anggaran/ kuasa pengguna anggaran/ Dewan Gubernur/ Pimpinan BHMN/Direksi BUMD, untuk 

melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa tersebut telah memenuhi kriteria yang telah 

dipersyaratkan dalam peraturan yang telah ditetapkan. Adapun indikator dalam penelitian ini yaitu : 

- Sistem yang baik 

- Intervensi  

- Ketaatan terhadap kebijakan  

- Sertifikat  

- Keahlian 

Efayanti, Noor (2020) 
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Penilaian Risiko Pengadaan Barang dan Jasa (X2) 

Penilaian risiko pengadaan barang dan jasa adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, 

menganalisis, dan mengevaluasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi proses pengadaan. 

Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah yang dapat menghambat 

pencapain tujuan pengadaan atau merugikan organisasi. Adapun indikator dalam penelitian ini yaitu: 

- Tingkat pemahaman laporan pertanggungjawaban 

- Prinsip akuntansi 

- Tingkat pemahaman elemen indetifikasi dalam laporan pertanggungjawaban. 

- Pedoman penyusunan laporan keuangan  

- Penyusunan realisasi anggaran  

Ketut Rian Budi Setiawan (2020) 

 

Lingkungan Pengadaan Barang dan Jasa (X3) 

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan kerja dimana proses pengadaan barang dan 

jasa dilaksanakan. Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankannya. Adapun indikator dalam 

penelitian ini yaitu : 

- Bebas dari intervensi. 

- Penentuan barang yang sesuai kebutuhan. 

- Penyedia yang kompenten 

- Sesuai kriteria undang-undang 

Efayanti, Noor (2020) 

Teknik Analisis Data 

Metode analisis menggunakan software SPSS, dalam penelitian ini adalah uji kualitas data 

yang terdiri dari uji validitas dan reabilitas, lalu uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji 

hipotesis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Kualitas Data 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 

dikatakan sah atau valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52). Tingkat signifikansi 5% jika rhitung > rtabel maka 

pernyataan tersebut valid. Sedangkan jika r hitung < r tabel maka pernyataan tersebut tidak valid. Berikut 

ini adalah hasil uji validitas: 

 

Tabel 2 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item r hitung r tabel Keterangan 

Procurement Fraud 

(Y) 

Y1 0.671 0.200 Valid 

Y2 0.643 0.200 Valid 
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Variabel Item r hitung r tabel Keterangan 

Y3 0.654 0.200 Valid 

Y4 0.669 0.200 Valid 

Y5 0.705 0.200 Valid 

Y6 0.670 0.200 Valid 

Y7 0.681 0.200 Valid 

Kualitas Panitia 

Pengadaan (X1) 

X1.1 0.616 0.200 Valid 

X1.2 0.673 0.200 Valid 

X1.3 0.867 0.200 Valid 

X1.4 0.748 0.200 Valid 

X1.5 0.815 0.200 Valid 

Penilaian Risiko 

Pengadaan  (X2) 

X2.1 0.756 0.200 Valid 

X2.2 0.659 0.200 Valid 

X2.3 0.617 0.200 Valid 

X2.4 0.749 0.200 Valid 

X2.5 0.823 0.200 Valid 

Lingkungan 

Pengadaan (X3) 

X3.1 0.859 0.200 Valid 

X3.2 0.856 0.200 Valid 

X3.3 0.792 0.200 Valid 

X3.4 0.858 0.200 Valid 

Sumber : Hasil penelitian, data diolah (2024) 

 

Berdasarkan hasil uji validitas dengan jumlah 98 responden dapat diketahui bahwa seluruh 

pernyataan variabel yang diajukan untuk responden adalah valid karena dilihat dari nilai r hitung > r 

tabel (0,200) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner 

tersebut dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian. 

 

Uji Reabilitas 

Hal yang dilakukan setelah menunjukkan bahwa semua variabel pernyataan layak dijadikan 

instrumen penelitian adalah melakukan uji reabilitas sebanyak 98 responden, Pernyataan dapat di 

katakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha> 0,6. Berikut ini adalah hasil uji reliabel. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha N Keterangan 

Procurement Fraud (Y) 0,795 7 Reliabel 

Kualitas Panitia Pengadaan (X1) 0,802 5 Reliabel 

Penilaian Risiko Pengadaan  (X2) 0,752 5 Reliabel 

Lingkungan Pengadaan (X3) 0,853 4 Reliabel 

Sumber : Hasil penelitian, data diolah (2024) 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

mempunyai Cronbach Alpha diatas 0,60 sehingga dapat disimpulkan semua konsep pengukur masing-
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masing variabel dari kuesioner adalah reliabel (dapat diandalkan) sehingga untuk selanjutnya item-

item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Pada penelitian ini,untuk mengetahui normalitas data dengan menggunakan uji statistik.uji 

statistik yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan uji kolmogorow-smirnow,dengan 

kriteria yaitu jika nilai signifikasi atau probabilitasnya>dari 0,005 maka distribusi data adalah 

normal,sedangkan jika nilai signifikasi atau probabilitasnya <dari 0,05 maka distribusi data adalah 

tidak normal. 

                                           Tabel 4 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 98 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,98979507 

Most Extreme Differences Absolute ,072 

Positive ,072 

Negative -,071 

Kolmogorov-Smirnov Z ,709 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,696 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui nilai asymp.sig sebesar 0,696 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi normal. 

 

Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas  adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari 

residual satu ke pengamatan yang lain .model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana 

terdapat  kesamaan varian dari residual  satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut 

homoskesdasitas. 

Tabel 5. Uji heteroskedastisitas 

Variabel Sig batas Keterangan 

Kualitas Panitia Pengadaan (X1) 0,855 > 0,05 Tidak terjadi heterokedasitas 

Penilaian Risiko Pengadaan  (X2) 0,145 > 0,05 Tidak terjadi heterokedasitas 

Lingkungan Pengadaan (X3) 0,515 > 0,05 Tidak terjadi heterokedasitas 

Sumber : Hasil penelitian, data diolah (2024) 
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Dari gambar 5 dapat dijelaskan bahwa  titik-titik bersifat random dan tidak berbentuk pola 

tertentu,dan dapat dilihat bahwa data menyebar diatas dan di bawa atau disekitar angka 0 maka 

dikatakan penelitian ini terbatas dari gejala heteroskedastisitas. 

 

Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar 

variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai 

Varians Inflation Factor (VIF) dan tolerance (α). 

 

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Kualitas Panitia Pengadaan (X1) 0.198 5.045 Tidak terjadi multikolinieritas 

Penilaian Risiko Pengadaan  (X2) 0.211 4.735 Tidak terjadi multikolinieritas 

Lingkungan Pengadaan (X3) 0.203 4.926 Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber : Hasil penelitian, data diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 6 dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas anatara variabel 

independen dalam model regresi dimana hasil perhitungan nilai diketahui bahwa nilai tolerance value 

> 0,100 atau nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independent terhadap variabel dependen. Hasil analisis linear berganda dengan 

menggunakan software SPSS  diperolah data sebagai berikut. 

 

Tabel 7.  

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model B 

Std. 

Error Beta  t Sig  

1 (Constant) 5,196 1,882  2,761 ,007 

X1 ,270 ,218 ,182 1,237 ,219 

X2 ,988 ,206 ,683 4,789 ,000 

X3 -,133 ,234 -,083 -,570 ,570 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

Berdasarkan tabel 7 diatas perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan program 

SPSS didapat hasil sebagai berikut: 

Y = 5,196 + 0,270X1 + 0,988X2 -0,133X3 + e 
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1. Nilai konstanta sebesar 5,196 artinya jika tidak ada variabel Kualitas Panitia Pengadaan (X1), 

Penilaian Risiko Pengadaan (X2) dan Lingkungan Pengadaan (X3) yang mempengaruhi 

Procurement Fraud (Y), maka Procurement Fraud (Y) sebesar 5,196 satuan. 

2. Kualitas Panitia Pengadaan (X1) sebesar 0,270 artinya jika variabel Kualitas Panitia Pengadaan 

meningkat sebesar 1% maka Procurement Fraud akan meningkat sebesar 0,270 dengan 

anggapan variabel bebas lain tetap. 

3. Penilaian Risiko Pengadaan (X2) sebesar 0,988 artinya jika variabel Penilaian Risiko Pengadaan  

meningkat sebesar 1% maka Procurement Fraud akan meningkat sebesar 0,988 dengan 

anggapan variabel bebas lain tetap. 

4. Lingkungan Pengadaan (X3) sebesar -0,133 artinya jika variabel Lingkungan Pengadaan 

meningkat sebesar 1% maka Procurement Fraud akan menurun sebesar -0,133 dengan anggapan 

variable bebas lain tetap. 

 

Pengujian Hipotesis 

Uji t (parsial) dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel independen 

dengan variabel dependen. Berdasarkan hasil uji signifikan secara parsial pada tabel 7 diatas, maka 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Nilai signifikan dari variabel kualitas panitia pengadaan adalah sebesar 0,219 atau lebih besar 

dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 (0,219 > 0,05). Nilai tersebut dapat 

membuktikan H1 ditolak, yang berarti bahwa “Kualitas Panitia Pengadaan tidak berpengaruh 

Signifikan terhadap Procurement Fraud”.  

2. Nilai signifikan dari variabel penilaian risiko adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari tingkat 

signifikan yang digunakan yaitu 0,05 (0,000 < 0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan H2 

diterima, yang berarti bahwa “Penilaian Risiko Pengadaan berpengaruh Positif dan Signifikan 

terhadap Procurement Fraud”.  

3. Nilai signifikan dari variabel lingkungan pengadaan adalah sebesar 0,570 atau lebih besar dari 

tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 (0,570 > 0,05).  Nilai tersebut dapat membuktikan 

H3 ditolak, yang berarti bahwa “Lingkungan Pengadaan tidak berpengaruh Signifikan terhadap 

Procurement Fraud”.  

 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh Kualitas Panitia Pengadaan terhadap Procurement Fraud 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial Kualitas Panitia Pengadaan terhadap 

Procurement Fraud SKPD Kabupaten Bireuen, diperoleh nilai statistik perbandingan t hitung < t tabel 

yaitu 1.237 < 1,98 dengan tingkat signifikan sebesar 0,219 > 0,05. Sehingga hipotesis 1 ditolak, hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas panitia pengadaan tidak berpengaruh terhadap procurement fraud. 

Meskipun kualitas panitia pengadaan merupakan faktor yang diharapkan dapat mengurangi 

risiko terjadinya procurement fraud, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ini tidak 

berpengaruh terhadap procurement fraud. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhi efektivitas panitia dalam pencegahan fraud. Pertama, sistem pengendalian internal 

yang lemah dapat mengurangi pengaruh positif yang seharusnya dimiliki oleh panitia pengadaan. Jika 
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tidak ada mekanisme deteksi dan pencegahan fraud yang memadai, kualitas panitia yang baik tidak 

akan dapat mencegah tindakan kecurangan. Kedua, kurangnya transparansi dalam proses pengadaan 

dan pengawasan yang tidak memadai juga dapat mengakibatkan fraud, meskipun panitia pengadaan 

memiliki kualitas tinggi. Dan juga beberapa responden menyatakan bahwa kerja sama antara panitia 

dan penyedia tidak terjalin dengan baik.  

Menurut teori agensi, Panitia Pengadaan, yang berperan sebagai agen, memiliki kewajiban 

untuk mengelola proses pengadaan secara efektif dan efisien atas nama prinsipal. Namun, kualitas 

panitia pengadaan mungkin cukup untuk mencegah procurement fraud jika anggota panitia memiliki 

insentif pribadi yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Hal ini terjadi karena adanya 

perbedaan tujuan antara agen dan prinsipal, sehingga meskipun panitia pengadaan memiliki kualitas 

tinggi, mereka masih bisa terlibat dalam kecurangan jika insentif mereka tidak selaras dengan tujuan 

utama pengadaan yang bersih.  

Adapun tanggapan dari panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengenai kualitas panitia 

pengadaan di SKPD Kabupaten bireuen dari hasil wawancara berikut ini,  

“Kualitas panitia pengadaan di SKPD Kabupaten Bireuen cukup beragam. Ada beberapa 

anggota panitia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, namun masih ada yang perlu 

ditingkatkan” 

“Secara keseluruhan, saya percaya bahwa dengan peningkatan kapasitas, pelatihan yang lebih 

baik, dan penekanan pada etika, kualitas panitia pengadaan di SKPD Kabupaten Bireuen dapat 

ditingkatkan secara signifikan. Kami terus berupaya untuk mencapai tujuan tersebut demi kebaikan 

pelayanan public”. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah (2023), Juliantini & Padnyawati 

(2020) dan Heljapri (2015). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut menunjukkan 

Kualitas panitia pengadaan tidak berpengaruh terhadap Procurement Fraud. Meskipun panitia 

pengadaan memiliki kapasitas yang baik, fraud dalam proses pengadaan lebih dipengaruhi oleh faktor 

eksternal seperti lemahnya sistem pengendalian intern, kurangnya pengawasan, dan adanya tekanan 

dari pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas individu atau kelompok dalam panitia tidak 

cukup untuk mencegah fraud apabila sistem pengawasan dan pengendalian dalam organisasi 

pengadaan masih memiliki kelemahan. 

 

Pengaruh Penilaian Risiko Pengadaan Terhadap Procurement Fraud 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial Penilaian Risiko Pengadaan terhadap 

Procurement Fraud SKPD Kabupaten Bireuen, diperoleh nilai statistik perbandingan t hitung > t tabel 

yaitu 4.789 > 1,98 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga hipotesis 2 diterima, hal ini 

menunjukkan bahwa Penilaian Risiko Pengadaan berpengaruh terhadap procurement fraud.  

Hal ini disebabkan oleh kemampuan penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai 

potensi risiko yang dapat menyebabkan terjadinya fraud dalam proses pengadaan. Dengan adanya 

penilaian risiko yang efektif, potensi risiko yang terkait dengan pengadaan dapat dikenali lebih awal 

dan mitigasi dapat diterapkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan. Penilaian 

risiko yang cermat memungkinkan organisasi untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian yang 

lebih tepat sasaran dan mengembangkan strategi pencegahan yang sesuai, sehingga mengurangi 

peluang terjadinya fraud. bahwa dengan menilai risiko secara menyeluruh, organisasi dapat 
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mengembangkan kontrol dan prosedur yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya fraud. Penilaian 

risiko yang baik memungkinkan deteksi dini terhadap potensi ancaman dan menyediakan dasar untuk 

tindakan preventif, yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan terjadinya procurement fraud. 

Menurut teori agensi, perbedaan informasi antara prinsipal (pemerintah daerah) dan agen 

(panitia pengadaan) sering kali menimbulkan masalah moral hazard. Agen yang memiliki informasi 

lebih banyak terkait risiko pengadaan mungkin menyembunyikan informasi tersebut atau 

memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Ketidakseimbangan ini memungkinkan agen untuk 

terlibat dalam procurement fraud dengan memanipulasi proses pengadaan sesuai dengan penilaian 

risikonya, sehingga merugikan prinsipal. hal ini bisa terjadi jika panitia pengadaan tidak sepenuhnya 

transparan dalam mengelola risiko yang teridentifikasi. 

Adapun tanggapan tentang Penilaian Risiko Pengadaan di SKPD Kabupaten Bireuen menurut 

panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP). 

“Tanggapan saya mengenai Penilaian Risiko Pengadaan di SKPD Kabupaten Bireuen adalah 

bahwa proses ini merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan pengadaan. 

Penilaian risiko membantu kami mengidentifikasi dan menganalisis potensi masalah yang dapat 

muncul selama proses pengadaan, sehingga kami dapat mengambil langkah pencegahan yang 

diperlukan”. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Siswanto, 2021), (Setiawan et 

al. 2023) dan Nashirotun (2017). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut 

menunjukkan bahwa Penilaian Risiko Pengadaan berpengaruh positif terhadap Procurement Fraud. 

Mereka menemukan bahwa organisasi yang secara aktif mengidentifikasi dan menilai risiko dalam 

setiap tahap pengadaan cenderung lebih mampu mendeteksi tanda-tanda fraud sebelum mencapai 

tahap yang lebih serius. Ini membuktikan bahwa sistem manajemen risiko yang kuat memiliki peran 

penting dalam menjaga integritas proses pengadaan, serta melindungi organisasi dari potensi 

kecurangan. 

Pengaruh Lingkungan Pengadaan Terhadap Procurement Fraud 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial Lingkungan Pengadaan terhadap 

Procurement Fraud SKPD Kabupaten Bireuen, diperoleh nilai statistik perbandingan t hitung < t tabel 

yaitu -0.570 < 1,98 dengan tingkat signifikan sebesar 0,570 > 0,05. Sehingga hipotesis 3 ditolak, hal ini 

menunjukkan bahwa lingkungan Pengadaan tidak berpengaruh terhadap procurement fraud.  

bahwa lingkungan pengadaan, meskipun penting, tidak selalu dapat mencegah fraud tanpa 

adanya dukungan dari sistem kontrol internal yang komprehensif. meskipun lingkungan pengadaan 

dapat mempengaruhi perilaku individu, faktor-faktor seperti mekanisme kontrol internal, 

transparansi, dan pengawasan tetap memiliki peran yang lebih besar dalam mencegah terjadinya 

fraud. Dengan kata lain, lingkungan pengadaan yang baik tidak dapat menggantikan kebutuhan akan 

sistem pengendalian yang efektif. meskipun lingkungan pengadaan mencakup aspek-aspek seperti 

budaya organisasi, regulasi, dan kebijakan internal, faktor-faktor ini tidak selalu berdampak langsung 

pada pengurangan fraud. Lingkungan pengadaan yang baik tidak cukup jika tidak didukung oleh 

sistem kontrol yang kuat dan prosedur pengawasan yang efektif. Tanpa adanya langkah-langkah 

pengendalian yang memadai, lingkungan pengadaan yang baik  tidak dapat mencegah tindakan fraud 

secara signifikan.  
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Menurut teori agensi, masalah utama dalam hubungan antara prinsipal dan agen adalah 

asimetri informasi dan potensi moral hazard. Dalam konteks pengadaan, lingkungan pengadaan yang 

baik tidak cukup untuk mencegah procurement fraud jika agen (panitia pengadaan atau pegawai yang 

terlibat) memiliki insentif yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Meski lingkungan 

pengadaan dirancang dengan baik, agen yang memiliki akses lebih besar terhadap informasi dan 

kontrol atas proses pengadaan tetap dapat memanipulasi sistem untuk kepentingan pribadi. Hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas lingkungan pengadaan saja tidak cukup untuk mencegah procurement 

fraud tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif. 

Adapun tanggapan tentang Penilaian Risiko Pengadaan di SKPD Kabupaten Bireuen menurut 

panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP). 

“Pendapat saya mengenai Lingkungan Pengadaan di SKPD Kabupaten Bireuen menunjukkan 

bahwa meskipun ada tantangan yang dihadapi, lingkungan tersebut memiliki potensi yang baik untuk 

mendukung pelaksanaan pengadaan yang efektif. Salah satu faktor positif adalah adanya upaya untuk 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, yang sangat penting untuk 

membangun kepercayaan publik. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya 

pemahaman dan pelatihan yang memadai bagi anggota panitia mengenai regulasi dan prosedur 

pengadaan yang berlaku” 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Suartana, 2020), Indah 

(2023) dan Heljapri (2015). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut menunjukkan 

bahwa Lingkungan Pengadaan tidak berpengaruh terhadap Procurement Fraud. Hal ini bisa jadi 

dikarenakan tidak adanya supervisi dalam setiap tahapan proses pengadaan atau tidak adanya pre-

audit (menetapkan rencana awal dari proses pengadaan) dimana beberapan responden menyatakan 

bahwa kerja sama antara panitia dan penyedia tidak terjalin dengan baik. Supervisi hanya dilakukan 

setelah pekerjaan selesai atau hanya dilakukan post-audit (evaluasi dilakukan setelah proses 

pengadaan selesai) saja. Kondisi ini menjadikan lingkungan pengadaan barang dan jasa tidak 

terkendali secara ideal. 
 

KESIMPULAN  
Berdasarkan pengujian dan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis faktor – 

faktor yang mempengaruhi procurement fraud pada lingkungan instansi pemerintah bireuen, maka 

dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kualitas panitia pengadaan tidak berpengaruh terhadap procuremet fraud pada SKPD 

Kabupaten Bireuen. bahwa panitia yang berkualitas tinggi tidak cukup untuk mencegah fraud 

tanpa dukungan sistem pengawasan yang lebih ketat. 

2. Penilaian Risiko Pengadaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Procurement Fraud 

pada SKPD Kabupaten Bireuen. Dengan identifikasi dan mitigasi risiko yang baik, potensi 

kecurangan dapat diminimalkan, meningkatkan integritas dan transparansi dalam pengadaan.  

3. Lingkungan Pengadaan tidak berpengaruh terhadap Procurement Fraud pada SKPD Kabupaten 

Bireuen. Meskipun lingkungan pengadaan sudah sesuai standar, fraud tetap dapat terjadi 

karena faktor lain yang lebih dominan, seperti kebijakan pengendalian internal yang lemah 

dan tekanan eksternal. Kelemahan dalam sistem pengawasan membuat fraud masih mungkin 

terjadi meskipun lingkungan pengadaan sudah baik. 
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